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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak 

Dan/Atau Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XVII/2019 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

29 JANUARI 2020 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pukul 12.26 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya 

disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 

84/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 84/PUU-

XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian 

DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU KPK diajukan oleh Martinus Butarbutar, S.H. 

dan Risof Mario, S.H. selanjutnya disebut Para Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU KPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

terhadap Pasal 37C ayat (2) UU KPK yang berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 37C ayat (2) UU KPK 

(1) ... 

(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 37C ayat (2) UU KPK dianggap Para Pemohon bertentangan dengan 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 37C ayat (2) UU KPK dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan 

syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 

diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan 

hukum Pemohon sebagai berikut: 

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK yang 

menyatakan, “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”. 

2. Bahwa para Pemohon, Martinus Butarbutar, SH. (Pemohon I), dan Risof 

Mario, SH. (Pemohon II) dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga 

negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada pokoknya 

menjelaskan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan 

berlakunya UU KPK dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai 

berikut (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); 

a. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK patut diduga telah bertentangan 

dengan UUD 1945 yang berarti hal tersebut telah mengabaikan hak 

konstitusional rakyat karena ketentuan di dalamnya berkenaan dengan 

penyelenggaraan negara Indonesia layaknya negara kekuasaan yang 

bertentangan dengan UUD 1945 dan juga berpotensi menimbulkan 

masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Menurut para Pemohon ketentuan hukum yang berlaku di Republik 

Indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam UUD 
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1945. Segala undang-undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta 

turunan dari UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;  

c. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia 

adalah negara hukum”, menurut para Pemohon norma a quo adalah 

norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat 

Indonesia. Karena, jika hak tersebut dilanggar dengan pengabaian negara 

Indonesia adalah negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat 

dirampas oleh kekuasaan, dan berakibat timbulnya permasalahan dalam 

kehidupan perorangan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara bahkan menghancurkan konstitusi itu sendiri.  

d. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK adalah praktik penyelenggaraan 

negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia, 

karena penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan kekuasaan yang 

tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum sehingga menyebabkan 

keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa. 

Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum tidak berlandaskan 

hukum, melainkan berlandaskan selera penguasa.  

e. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut di atas, para Pemohon yang 

menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan 

berprofesi sebagai advokat yang merupakan rumpun penegak hukum 

merasa ikut bertanggung jawab dalam penegakkan hukum. 

 

[3.6]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam 

menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam paragraf [3.5] 

tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa 

yang sebenarnya diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C 

ayat (2) UU KPK. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para 

Pemohon adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam 

menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU 

KPK yang menurut para Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik 

penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat 

Indonesia. Menurut Mahkamah uraian kerugian konstitusional para Pemohon 

tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat 

(2) UU KPK. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas 

keberlakuan UU KPK namun tidak secara jelas dan detail kerugian 

sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai warga negara 

Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 37C ayat 

(2) UU KPK sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari 

keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh 

para Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon 

hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut 
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Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan 

kerugian hak konstitusional karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan 

dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak 

konstitusional warga negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, para 

Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual 

maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 

37C ayat (2) UU KPK. Oleh karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat 

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 

 

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 

mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 

  

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan 

pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 37C ayat (2) UU KPK 

mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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